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BAB I 
                                         PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat 
penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan 
transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem 
transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa 
transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan 
yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.1 
Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus 
dipenuh untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat 
terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk 
melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain 
dengan menggunakan kendaraan.2 
Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang dapat 
dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi 
adalah kendaraan yang dioperasionalkan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan 
tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan 
oleh umum. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan
                                                                 
1Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 
h. 7. 
2Abbas Salim, Manajemen Transportasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 45. 
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yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit) Moda sepeda 
motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (private),3 tetapi di 
Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai 
kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. 
Moda transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Definisi ojek menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambangkan (tambang = 
kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang yang 
menyewa.  
Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang. Dalam hal ini 
ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah moda dengan rute 
dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (demand 
responsive). Adapun hadis yang membahas persoalan perkembangan teknologi di 
jelaskan lewat Q.S Ar-Rahman/55:33 sebagai berikut: 
u|³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ Èβ Î) öΝ çF ÷è sÜtGó™ $# β r& (#ρ ä‹ àΖs? ôÏΒ Í‘$sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡ 9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ (#ρ ä‹ àΡ $ sù 4 Ÿω šχρ ä‹ àΖs? āω Î) 
9≈ sÜù= Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪     
  
Terjemahnya: 
                                                                 
3Vuchic, Vukan R., Urban Passenger Transportation Modes, dalam Public Transportation, 
Second Edition, eds. Gray, George E dan Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs (New 
Jersey, 1992), h.79. 
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“Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 
kecuali dengan kekuatan.”4 
Di era globalisasi saat ini terdapat fenomena ojek yang cukup menyita 
perhatian masyarakat, yaitu ojek berbasis aplikasi atau online (GO-JEK, Grab dan 
Gokar). Dengan kemajuan teknologi informasi yang ada, muncul transportasi umum 
yang dapat diakses menggunakan gadget. Berawal dari Jakarta sebagai pencetus ojek 
daring di Indonesia, kini ojek online juga telah marak dikalangan warga Kota 
Makassar.  
Setiap pengguna transportasi ojek kini dapat menggunakan handphone dengan 
aplikasi khusus untuk dapat mengakses ojek online. Ojek daring tersebut dirasa 
sebagai transportasi alternatif karena lebih mudah diakses oleh setiap warga Kota 
Makassar. Mereka tidak perlu lagi berjalan kaki ke pangkalan ojek dan hanya perlu 
menunggu ojek daring menghampiri lokasi tempat mereka berada. Selain itu, aplikasi 
ojek daring memungkinkan calon penumpang berinteraksi dengan pengendara ojek 
daring. Hal tersebut mempermudah calon penumpang untuk memberitahukan lokasi 
mereka kepada pengendara ojek daring.  
Ojek daring juga tidak hanya menerimajasa ojek manusia sebagai objeknya, 
ojek daring juga menawarkan jasa pengantaran barang, seperti pemesanan makan 
siang untuk diantar maupun hanya untuk mengambilkan barang yang tertinggal untuk 
                                                                 
4Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010).h.531 
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kemudian diantarkan sampai kepada pengguna jasa. Kemudahan-kemudahan yang 
ditawarkan ojek daring tersebut membuat para pengguna ojek daring meningkat 
setiap harinya. Jenis pengangkutan dengan ojek merupakan hal yang tidak asing lagi 
bagi masyarakat, Apalagi saat ini juga bermunculan ojek berbasis daring yang sangat 
mudah dijangkau oleh masyarakat, bukan hanya itu ojek daring bahkan menawarkan 
tarif yang lumayan murah di bandingkan dengan jasa ojek pangkalan.  
Sehingga hal tersebut mengakibatkan munculnya masalah seperti 
ketimpangan sehingga masyarakat lebih memiih untuk menggunakan jasa ojek daring 
sehingga ojek pangkalan meresahkan menurunnya pendapatan sehari- hari hal ini 
yang kemudian memunculkan rivalitas di antas ojek daring dan konvensional, 
perbedaan pendapatan diantara keduanya kemudian membuat resah ojek 
konvensional penuruan jumlah pendapatan juga sangat dirasakan oleh driver ojek 
konfensional, kumudahan mengakses ojek online dan harga yang lebih terjangkau di 
tengerai menjadi penyebab penurunan pendapatan yang di dapatkan oleh ojek 
konvensional .  
Adapun hadis yang menjelaskan persoalan perbedaan dan perselisihan paham 
dijelaskan lewat hadis berikut:5 
 ْCEَ  ِGHْEَ  ِﱠﷲ  ِCْﺑ وNٍOْEَ  َلQَR  َلQَR  ُلTUَُر  ِ ﱠﷲ WﱠXYَ  ُ ﱠﷲ  ِZ[َْXEَ  َ\ﱠXUََو  ﱠCَ[ِ]ْ^َ[َ_ WَXEَ `ِa ﱠbُأ Qbَ Wَ]َأ WَXEَ `ِdَﺑ 
 َe[ِfاNَUِْإ  َوiْjَ  ِekْﱠd_ا  ِekْﱠd_Qِﺑ Wﱠajَ  ِْنإ  َنQmَ  ْ\ُndْbِ  ْCbَ Wَ]َأ  ُZ ﱠbُأ  ًp[َِqrَEَ  َنQsََ_ `ِt `ِa ﱠbُأ  ْCbَ  ُuَdvَْw  َxِ_َذ  ﱠِنإَو `ِdَﺑ 
                                                                 
5Albani, Al-Muhammad Nashiruddin. Shalih Sunan At-Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari 
kitab Sunan Tirmidzi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 
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 َe[ِfاNَUِْإ  ْ{َR ﱠNَ|َ] WَXEَ  ِC[َْadِْ}  َC[kِHْUََو  ًpﱠXbِ  ُقNَِa|َْ]َو `ِa ﱠbُأ WَXEَ  ٍثrََ}  َC[kِHْUََو  ًpﱠXbِ  ْ\ُnﱡXmُ `ِt  ِرQﱠd_ا  ﱠِإ  ًpﱠXbِ  ًةGَjِاَو 
اTُ_QَR  ْCbََو  َ` ِھ Qَw  َلTUَُر  ِ ﱠﷲ  َلQَR Qbَ Qَqَأ  ِZ[َْXEَ `ِﺑQَYَْأَو 
Artinya: 
Dari Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasûlullâh 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh umatku akan ditimpa oleh 
apa yang telah menimpa Bani Israil, persis seperti sepasang sandal. Sehingga 
jika diantara mereka ada yang menzinahi ibunya terang-terangan, dikalangan 
umatku benar-benar ada yang akan melakukannya. Dan sesungguhnya Bani 
Isra’il telah bercerai-berai menjadi 72 agama, dan umatku akan bercerai-berai 
menjadi 73 agama, semuanya di dalam neraka kecuali satu agama”. Para 
sahabat bertanya: “Siapa yang satu itu wahai Rasulullah?”, beliau menjawab: 
“Apa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya”. 
 
Ojek, menjadi salah satu yang terpopuler diantara sarana transportasi 
lainnya. Menggunakan motor sebagai alat transportasinya, membuat berkendara 
menggunakan ojek lebih cepat dibandingkan dengan angkot, bus, maupun taksi. 
Dengan kemacetan yang kini sering sekali terjadi di Kota Makassar, membuat 
warga Makassar lebih memilih ojek sebagai alat transportasi agar dapat lebih cepat 
tiba ditempat tujuan. 
 Warga Makassar pun lebih mudah mengakses ojek tersebut karena 
biasanya para tukang ojek memiliki pangkalan didaerahnya masing-masing, 
sehingga warga tidak perlu repot-repot menunggu transportasi untuk menghampiri 
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mereka. Ojek daring memiliki keunggulan untuk mempertemukan pengojek 
dengan konsumen dengan cepat dan sesuai dengan wilayah sehingga konsumen 
dapat dengan cepat mendapatkan ojek. Sistem yang digunakan gojek merupakan 
system bagi hasil dimana Ojek daring membagi pendapatan dengan skema 20:80, 
dimana keuntungan yang didapat akan diberikan 80% untuk driver dan 20% untuk 
penyedia layanan teknologi.6 
Saat ini gojek tidak hanya tersedia di Jakarta sebagai ibukota Negara tetapi 
sudah merambah ke kota-kota lain termasuk Makassar. Pada tanggal 7 Agustus 
2015 secara resmi membuka pangsa pasarnya di Makassar. Sebagai salah satu kota 
besar dan destinasi wisata, keberadaan Ojek daring diyakini akan banyak 
membantu masyarakat dalam meningkatkan nilai aktivitas dan berkendara. Saat ini 
ada sekitar 2000 orang pengojek yang telah bergabung di Ojek daring baik itu GO-
JEK dan Grab.7  
Pola aktivitas yang berbeda dengan ojek konvensional dan juga fleksibilitas 
dalam bekerja disatu sisi menjadi nilai lebih tetapi disisi lain memunculkan 
kekhawatiran secara social. Di Makassar Ojek daring ditentang oleh ojek 
konvensional dimana gojek dianggap menggambil penumpang ojek Konvensional. 
Dengan sistem yang tidak mangkal memberikan kesempatan gojek untuk 
                                                                 
6Satria, Hardiat Dani. (2015). Gojek Terapkan Sistem Bagi Hasil. Tersedia di 
http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/23/361932/gojek-terapkan-sistem-bagi-hasil diakses 
pada 16 November 2017. 
7Atmasari Nina. (2015). Gojek di Jogja mulai beroperasi. Tersedia di 
http://www.harianjogja.com/baca/2015/11/17/gojek-di-jogja-mulai-beroperasi-di-jogja-gojek-punya-
200-pengemudi-662006 diakses pada 18 November 2017. 
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mendapatkan penumpang hanya dengan melihat layar telepon pintar untuk 
mengetahui keberadaan calon konsumennya. Ini berbeda dengan ojek tradisional 
yang mengandalkan tempat mangkal untuk menunggu calon penumpang. 
 Dengan kata lain Ojek Konfensional dengan teknologinya mendekati 
penumpang, sedangkan ojek pangkalan menunggu penumpang. Adapun ayat yaang 
menjelaskan persoalan kemudahan dalam menjalani sesuatu dijelaslan lewat Q.S. 
Al-Baqarah/2:286 sebagai berikut: 
Ÿω ß#Ïk= s3 ãƒ ª! $# $²¡ø tΡ āω Î) $yγ yè ó™ ãρ 4 $yγ s9 $tΒ ôM t6 |¡x. $pκ ön= tãuρ $tΒ ôM t6 |¡tF ø. $# 3 $oΨ −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $tΡ ù'sÜ÷z r& 4 $oΨ −/ u‘ Ÿω uρ 
ö≅ Ïϑós s? !$uΖøŠ n= tã # \ ô¹ Î) $yϑx. …çµtF ù= yϑym ’ n?tã šÏ%©! $# ÏΒ $uΖÎ= ö6 s% 4 $uΖ−/ u‘ Ÿω uρ $oΨ ù= Ïdϑys è? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $oΨ s9 ÏµÎ/ ( ß#ôã$# uρ $¨Ψ tã 
ö Ï øî$# uρ $oΨ s9 !$uΖôϑym ö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $uΖ9 s9öθ tΒ $tΡ ö ÝÁΡ $ sù ’ n?tã ÏΘöθ s) ø9$# šÍ Ï≈ x6 ø9$# ∩⊄∇∉∪    
Terjemahnya: 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka 
berdoa): "Ya   Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami 
lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan 
kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah 
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kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, 
Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."8 
Kemudahan yang ditawarkan ojek online dibandingkan ojek konfensional 
mengakibatkan adanya kesenjangan antara ojek daring dan konfesional yang 
mengakibatkan seringnya terjadi rivalitas antara kedua angkutan umum tersebut, 
peran pemerintah kota Makassar sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan 
persoalan ini. karna dampak yang ditumbulkan akibat rivalitas antara ojek online 
dan pangkalan sudah mulai mengarah keperbuatan anarkir, perlu keseriusan dari 
pemerintah kota Makassar untuk menyelesaikan hal tersebut. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana respon dan upaya pemerintah Kota Makassar terkait rivalitas 
Ojek/Bentor Konvensional dengan Ojek Daring? 
2. Bagaimana dampak dari rivalitas angkutan konvensional dan Ojek Daring 
di Makassar? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
                                                                 
8 Al-Quran dan Terjemahannya, ( Jakarta Selatan: Penerbit  Wali, 2010).h.46 
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Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh 
informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan 
penelitian sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah terhadap rivalitas 
Ojek/Bentor Konvensional dengan Ojek Daring 
b. Untuk mengetahui apa saja dampak dari rivalitas angkutan konvensional 
dan Ojek Daring di Makassar. 
2.  Kegunaan Penelitian 
  Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah antara lain: 
a. Kegunaan teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk 
menambah wawasan dan informasi mengenai Respon Pemerintah Kota 
Makassar terhadap Rivalitas yang terjadi antara Driver Ojek Daring dan 
Konvensional 
b. Kegunaan praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dosen, mahasiswa serta 
akademisi untuk mengkaji isu-isu sosial seperti rivalitas Ojek Daring dan 
konvensional untuk menjadi tofik diskusi, penelitian dan bahkan 
mengembangkan wacana-wacana sosial di masyarakat. 
D. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka atau penelitian terdahulu bertujuan memuat hasil penelitian 
sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dimaksud, dengan tujuan untuk 
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menghindari duplikasi disamping itu menunjukkan bahwa objek yang diteliti yaitu 
Rivalitas ojek Daring dan konvensional menarik untuk diteliti. Tinjauan pustaka 
bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian diantara penelitian-penelitian yang telah 
ada.9 
Berdasarkan penelusuran data pustaka, ditemukan beberapa hasil penelitian 
terdahulu yang mengambil objek penelitian sejenis, yaitu pengemudi angkutan 
umum. Penelitian yang dimaksud antara lain sebagai berikut: 
1. Abdul Kahar, mahasiswa jurusan PMI/Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi, “Interaksi 
Sosial Sopir Angkutan Umum Di UIN Alauddin Makassar”. Dalam penelitian 
skripsi Abdul Kahar, pola interkasi sosial pete’-pete’ dapat diklasifikasikan 
menjadi dua, yaitu proses sosial bersifat menggangbungkan (associative 
processes) dan proses sosial yang mengarah menggabungkan ditunjukan bagi 
terwujudnya nilai-nilai yang disebut kebajikan ssoial seperti keadilan sosial, cinta 
kasih, kerukunan, solidaritas, dan dikatakan sebagai proses positif. Menjadi sopir 
pete’-pete’ adalah disebabkan oleh faktor minimnya keterampilan yang 
dimilikipara sopir sehingga tidak memiliki peluang kerja yang lain dan menjadi 
sopir pete’-pete’ adalah pilihan satu-satunya yang dapat menunjang penghasilan 
mereka karena ditinjau dari pendidikan mereka.10 
                                                                 
 9Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alvabeta, 2008), h. 8. 
10Abdul Kahar, “Interaksi Sosial Sopir Angkutan Umum di UIN Alauddin Makassar”, Skripsi, 
(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014). 
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2. Suryadi, mahasiswa jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Tukang Ojek – Studi Tentang 
Perilaku Berlalu Lintas di Wilayah Perumnas Antang, Makassar ” dalam 
penelitian skripsi Suryadi, Profesi pengojek ternyata dipilih karena keterbatasan 
modal dan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk asli, disamping itu terdapat 
faktor “kebebasan” secara waktu serta ekonomi “lebih” dibandingkan menjadi 
buruh atau petani, tingkat pemahaman berlalu lintas tukang ojek di perumnas 
Antang cukup memadai, sehingga pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas 
dapat diminimalisir.11 
3. Winda Budiarti Pakambanan, mahasiswa jurusan Bagian Hukum Keperdataan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum 
Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan GO-SEND GO-JEK 
Indonesia”. Dalam penelitian skripsi Winda Budiarti Pakambanan, PT. GO-JEK 
Indonesia bukan merupakan suatu perusahaan transportasi, melainkan merupakan 
perusahaan aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan 
kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek. Sehingga, PT. Go-Jek 
Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha 
penghubung driver GO-JEK ke konsumen, sehingga driver GO-JEK bukan 
                                                                 
11Suryadi, Tukang Ojek – Studi Tentang Perilaku Berlalu Lintas di Wilayah Perumnas 
Antang. Skrispi, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,2015). 
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sebagai pekerjaannya melainkan hanya sebagai mitranya.12 
4. Wardiman Darmadi, mahasiswa jurusan Sosiologi Agama, fakultas Ushuluddin, 
Filsafat dan Politik, dengan judul skripsi " Dampak Keberadaan Transportasi Ojek 
Online (GO-JEK) Terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya di Kota 
Makassar". Dalam penelitian skripsi Wardiman Darmadi, penelitian ini 
menunjukkan bahwa GO-JEK atau ojek online adalah aplikasi yang berbasis 
mobile dengan sistem transportasi yang menggunakan berbagai bidang jasa 
termasuk angkutan umum,. Dalam sistem pembagian hasil GO-JEK 20% untuk 
driver GO-JEK 80% untuk perusahaan GO-JEK, ketertarikan minat penumpang 
terhadap angkutan online sangat di minati oleh masyarakat karena dinilai tarif 
murah sampai ke lokasi tujuan aman mudah serta praktis dan menawarkan 
berbagai bidang jasa dengan tariff yang sudah di tentukan. Minat penmpang yang 
lebih banyak beralih ke angkutan online yang belum teregulasi ini menimbulkan 
pro dan kontra di kalangan driver konvensional yang di anggap tidak sesuai 
standar angkutan menurut undang-undang 22 tahun 2009. Para sopir angkutan 
konvensional melakukan aksi demo dalam persaingan tolak angkutan online 
karena berdampak pada pendapatan angkutan konvensional dan tokoh agama 
islam yang memandang bahwa persaingan angkutan online dan konvensional 
yang memicu konflik itu karena kecemburuan terhadap hak dan asasi masyarakat 
                                                                 
12Winda Budiarti Pakambanan, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui 
Layanan GO-SEND GO-JEK Indonesia, Skrsipsi (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
2015). 
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untuk memperoleh penghasilan serta kurangnya aqidah dan akhlak.13 
5. Lutfi Haris Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan Judul Perlindungan 
Konsumen pengguna jasa ojek dalam perspektif Hukm, Meningkatnya 
perpindahan masyarakat sebagai akibat dari globalisasi mengakibatkan 
meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi. Dengan ketidakmampuan 
sarana angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan sarana transportasi berusaha 
dipenuhi oleh kehadiran ojek yang mengisi celah antara kebutuhan dan 
ketersediaan angkutan umum. Pemanfaatan sepeda motor sebagai angkutan umum 
akan memberikan akibat seperti harus adanya perlindungan hukum yang 
diberikan kepada konsumen pengguna jasa angkutan ojek. Keberadaan sepeda 
motor sebagai angkutan umum (ojek) yang mampu memberikan pengaruh sosial-
ekonomi di lain sisi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
menyatakan bahwa sepeda motor tidak termasuk ke dalam kendaraan bermotor 
umum yang digunakan sebagai angkutan umum.14 
                                                                 
13Wardiman Darmadi, Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online (GO-JEK) Terhadap 
Transportasi Angkutan Umum Lainnya di Kota Makassar", Skripsi, ( Makassar : Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin). 
14 Lutfi Haris,Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ojek dalam Perspektif Hukum, skripsi 
(Makassar : Universitas Hasanuddin) 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Teori 
1. Teori Kebijakan 
Kata kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu policy, Istilah kebijakan 
adalah sebuah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor 
atau lembaga yang bersangkutan. Secara konseptual terminology “kebijaksanaan” 
sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “wisdom” yang berarti “cinta 
kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “pernyataan kehendak”; 
dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “statement of intens” atau perumusan 
keinginan.15 
Budiardjo merumuskan kebijaksanaan sebagai suatu kumpulan keputusan 
yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih 
tujuan-tujuan dan cara-cara unutk mencapai tujuan, sedangkan keputusan adalah 
membuat pilihan di antara bebrapa alternatif. Dalam kebijakan akan ditemukan 
sejumlah keputusan, dan setiap keputusan berada dalam proses pengambilan 
keputusan. Ketika sejumlah keputusan dikumpulkan maka hal itu akan terwujud 
sebagi suatu kebijakan Perbedaan keduanya berada pada konteks operasional, yang 
pada hakikatnya mengandung arti yang sama yaitu adanya plihan sejumlah alternatif
                                                                 
15Faried Ali Dan A Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, (Bandung, PT. Refika 
Aditama. 2011) h.7.  
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yang dirumuskan atau yang diambil.16 
a). Unsur dan Dimensi Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan 
untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (Negara, Masyarakat dalam 
berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung 
mauapun secara tidak langsung yang tercermin pada pelbagai dimensi kehidupan 
public. Oleh karena itu kebijakan public sering disebut kebijakan publik. Secara 
konseptual, kebijakan publik (Hogerwerf, 1983) adalah usaha untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. 
Konsep ini memperlihatkan adanya kandungan 4 unsur pokok yaitu adanya: (1) 
Usaha, (2) Tujuan, (3) Sarana, dan (4) Waktu, serta kriteria yang harus dipenuhi yang 
terdiri dari: (1) Azas dan atau teori, (2) Norma hukum, dan (3) Tujuan yang 
diinginkan.  
1). Unsur usaha, dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu 
terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha, bias dalam bentuk tindakan 
(kelakuan atau perilaku atau perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemiiran 
seperti pendapat ataupun gagasan.  
2). Unsur tujuan, sangatlah penting sebab dengan menegaskan kehendak yang 
dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah 
membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku non 
                                                                 
16 Faried Ali Dan A.Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, h.11   
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pemerintah.  
3). Unsur sarana, begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan antara lain, 
tentang besar atau luasnya sarana dibanding dengan tujuan yang dicapai. Jika 
sarana lebih besar ketimbang tujuan, hal itu memerlukan pertimbangan 
rasional. Hal yang menyangkut jenis sarana, seperti dalam pemerintahan 
umum dari yang terkecil hingga yang terbesar, dapat disebutkan seperti: 
subsidi, anggaran, perundang-undangan, partisipasi politik, hingga hal yang 
bersangkut paut dengan ketahanan seperti peperangan.  
4). Unsur waktu, dimaksudkan sebagai sesuatu keadaan yang berkenaan 
dengan jangka waktu pencapaian tujuan, penggunaan sarana dan kegiatan 
atau upaya yang dilakukan.17 
 Selanjutnya ukuran-ukuran suatu kebijakan menurut Hoogerwerf terdiri dari 3 
(tiga) ukuran, yaitu:  
1. Azas dan atau teori, Azas secara konseptual adalah aturan tingkah laku 
yang bersifat umum. Termasuk dalam ukuran azas adalah teori yaitu 
sesuatu yang dijadikan dasar dlam menjawab masalh yang akan diatasi 
oleh kebijakan.  
2. Norma hukum, dimkaksudkan setiap aturan ingkah laku yang secara 
khusus dapat dijadikan dasar dirumuskannya serta dilaksanakannya suatu 
kebijakan.  
                                                                 
17Faried Ali Dan A.Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, (Bandung, PT. Refika 
Aditama. 2011) h.15.  
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3. Tujuan akhir, hal ini harus dipertimbangkan adanya tujuan awal, tujuan 
jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan ada tujuan jangka panjang. 
Tercapainya tujuan yang dikehendaki adalah disebabkan oleh salah satu 
sebab yang antara lain karena tersedianya atau terpenuhinya sarana yang 
dipergunakan atau sarana yang dibutuhkan.18 
2. Teori Demokrasi Deliberatif  
 Pemerintahan (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiranYunani 
berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh 
kekuasaan politik. Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di 
Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh 
awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.19 
Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern 
telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem 
demokrasi di banyak negara.  
 Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti 
rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan 
demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau 
kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Demokrasi telah ada sejak zaman 
Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16.20 
                                                                 
18 Faried Ali Dan A.Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, h.17 
 19Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.154. 
20 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, h.154. 
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 Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah government of the people, by 
the people andfor the people atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari 
rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat.Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud 
MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan 
bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi 
sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara 
esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan 
negara sebagai organisasi tertingginya.21 
Wacana demokrasi yang berkembang saat ini dan telah dijadikan sebagai 
sistem negara di Indonesia, merupakan hasil dari reduksi dari pemikiran atau 
pendapat para filsuf dari Plato hingga pasca Renaissance. Pandangan beberapa filsuf 
tentang demokrasi, adalah sebagai berikut: 
a. Plato memandang demokrasi dekat tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia 
juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua 
pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua 
pemerintahan yang tidak mengenal hukum. 
b. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan 
yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; 
dua yang lain adalah tirani dan oligarki. 
                                                                 
 21A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak 
AsasiManusia, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: 2006, h 130. 
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c. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial dan 
doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya 
demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung, termasuk Locke sendiri 
tetap menganut monarki terbatas. 
d. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan, lebih suka monarki 
konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal 
adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebajikan kewarganegaraan. Ia 
berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tidak akan tercapai. 
e. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Menurutnya, 
bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka macam pengkajian historis. 
Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan menunjang 
pemikiran demokratis. 
f. Amerika Serikat mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan 
yang terurai di atas, sambil membangun sebuah demokrasi perwakilan yang 
kuasanya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak sesuai 
dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemebrantas penindasan 
oleh Mayoritas.22 
 Secara etimologis Istilah demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang 
terdiri dari kata ‘demos’ yang artinya rakyat, dan kata ‘cratia/cratein’ yang artinya 
pemerintahan atau memerintah. Dengan demikian demokrasi dapat diartikan 
                                                                 
 22A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak 
AsasiManusia, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Syarif Hidayatullah, 2006) h.155.  
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pemerintahan oleh rakyat, yaitu pemerintah yang dijalankan oleh rakyat dan untuk 
rakyat.23 Sedangkan pengertian demokrasi pendapat para ahli yang mendefinisikan 
pengertian demokrasi sebagai berikut: 
a. Abraham Lincoln: Menurutnya, pengertian demokrasi adalah sistem 
pemerintah yang diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat dan untu rakyat. 
b. Charles Costello: Menurut Charles Costello, pengertian demokrasi adalah 
sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan 
pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi 
hak-hak perorangan warga negara. 
c. Hans Kelsen: Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah 
pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan 
negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, 
bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam 
melaksanakan kekuasaan negara. 
d. Merriem: Menurut Merriem, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan 
oleh rakyat, khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasan 
tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung 
atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya 
dilakukan dengan cara mengadakan. 
                                                                 
 23Max Boboy, DPR RI dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1994), h. 81. 
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Dikebanyakan negara demokrasi. Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak 
ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan 
dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan 
dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu 
diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai 
aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan 
adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi 
terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. 
Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta 
menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik 
tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. 
Secara etimologis istilah “deliberasi” berasal dari bahasa latin “deliberatio” 
yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah.24Dalam konteks 
pembahasan tentang teori demokrasi, “deliberasi” selalu menjadi elemen penting. 
Walaupun memiliki banyak variasi, deliberasi bisa dibilang tetap menjadi “fitur” inti 
dari demokrasi.  
Menurut Hansen, gagasan deliberasi dapat ditarik dari pemikiran beberapa 
filsuf dan pemikir politik sejak abad 18 seperti: Rouessau, de Tocqueville, JS Mill, 
                                                                 
24Budi Hardiman, “Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca Suharto?”, dimuat 
dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, h.18 
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Dewey dan Koch.25 Namun, para ahli umumnya bersepakat bahwa istilah demokrasi 
deliberatif (deliberative democracy) diperkenalkan oleh J.M. Bessette di tahun 1980. 
Meskipun demikian, pemikir yang dipandang berjasa mengembangkan dan 
mempopulerkan demokrasi deliberatif adalah Jurgen Habermas.  
Pemikiran Habermas tentang konsep demokrasi deliberatif didasari oleh 
pemetaan yang dia lakukan terhadap 3 (tiga) konsep demokrasi, yaitu: (a) model 
liberal; (b)model republik; dan (c) model prosuderalis. Model terakhir inilah yang 
menjadi landasan pemikiran Habermas dalam mengembangkan konsep demokrasi 
deliberatif. Dalam pandangan Habermas, konsep deliberasi adalah prosedur sebuah 
keputusan dapat dihasilkan. Dengan kata lain, sebuah konsensus atau keputusan 
memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana 
semua isu dibahas bersama khususnyaoleh pihak-pihak yang terlibat langsung dengan 
isu tersebut dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain. 
Konsep tersebut ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam 
proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan dan undang-undang yang 
dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang 
diperintah. Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini merupakan jalan 
                                                                 
25Candra Kusuma, “Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus ‘Forum 
Konstituen’ di Kabupaten Bandung”, Tesis (Jakarta: Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Indonesia, 2012). 
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untuk merealisasikan konsep demokrasi, Regeirung derRegierten (Pemerintahan oleh 
yang diperintah).26 
  Menurut Reiner Forst, seorang komentator Habermas, mengungkapkan bahwa 
“demokrasi deliberatif” bukan berarti jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan 
kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan 
keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif 
argumentatif. Dengan demikian, demokrasi deliberatif dapat dipahami sebagai 
proseduralisme dalam hukum dan politik. 
  Demokrasi deliberatif merupakan suatu proses perolehan legitimitas melalui 
diskursivitas.27 Selain itu, dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat 
dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Artinya, masyarakat dapat mengkritisi 
keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. Kritik masyarakat ini 
akan berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. 
Sementara itu, arena dimana “diskursus” tersebut dapat berlangsung, oleh 
Habermas disebut dengan publik sphere (ruang publik). Dalam pandangan Habermas, 
ruang publik adalah kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk.  Habermas 
juga memaknai ruang publik sebagai hakekat kondisi-kondisi komunikasi yang 
dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari 
warga negara dapat berlangsung.28 
                                                                 
 26Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.126. 
 27Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris , h.127 
28Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris, h.128. 
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Dalam konteks masyarakat yang demokratis, akses untuk menyampaikan 
opini publik tersebut dijamin oleh negara, dimana opini publik lahir dari setiap 
pembicaraan para individu yang kemudian membentuk public body. Habermas 
menambahkan, bahwa warga berperilaku sebagai public body ketika mereka 
berbicara dalam cara yang tidak dilarang yaitu dengan jaimnan kebebasan berserikat 
dan berkumpul, serta kebebasan untuk mengekspresikan dan mempublikasikan 
pendapat mereka tentang hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum  Inti dari 
pemikiran Habermas tersebut, semua produk hukum dan kebijakanyang dibuat oleh 
negara baik di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus melalui proses 
pengujian dan diskursus oleh civil society.29 
3. Teori Kekuasaan 
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk 
mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa 
sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang 
yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk 
mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-
akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Pada dasarnya 
kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan 
sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka 
                                                                 
29Candra Kusuma, “Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus ‘Forum 
Konstituen’ di Kabupaten Bandung”, Tesis (Jakarta: Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Indonesia, 2012). 39. 
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mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media 
umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.30 
Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi 
beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal 
dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda 
pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan 
mengesahkan perundang-undangang sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) 
kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum didukung oleh 
kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/ pelaksanaan hukum.31 
Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang 
akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. 
Komponen ini harus diikuti, dipelajari karena saling terkait didalam roda kehidupan 
penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), 
pengikut dan situasi. Perhatikan gambar berikut: 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Pola Kepemimpinan 
                                                                
30Imam Hidayat, Teori-Teori Politik, (Malang: Setara Press, 2009) h.29. 
31Imam Hidayat, Teori-Teori Politik, h.31 
Pengikut 
Pemimpin 
Situasi 
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Dari gambar tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin, sebagai 
pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, 
menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si 
pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa 
mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa 
menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan 
kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. 
Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa 
mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin padaakhirnya akan 
jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri.  
Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam 
memperhitungkan situasi yang diciptakannya. Dari gerak tiga komponen diatas, maka 
kekuasaan juga mempunyai unsur influence, yakni menyakinkan sambil 
beragumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai 
unsur persuation, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi 
atau persuasi (bujukan atau rayuan) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa 
timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur coersion, yang 
berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur 
force atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.  
Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan diatas para kandidat bisa 
menggunakan tiga komponen yaitu diantara influence, persuation, dan coercion. 
Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional 
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struktural talcoot parsons. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan 
bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan 
kehendaknya. Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan 
dengan pertarungan untuk kekuasaan.32 
Max weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang 
menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya dengan 
wewenang (authority) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 
yang diterima secara formal oleh anggota– anggota masyarakat. Jenis authority yang 
disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang 
berkembang didalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikian ini 
dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa 
merupakan haknya.33 
Dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin 
jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan logis 
antara politik dan kekuasaan menjadikan setiap pembahasan tentang politik, selalu 
melibatkan kekuasaannya didalamnya. Itulah sebabnya membahas sekularisasi 
kekuasaan.Sekularisasi politik secara implisit bertujuan untuk mendesakralisasi 
kekuasaan untuk tidak dilegimitasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral atau 
                                                                 
32Imam Hidayat, Teori-Teori Politik, h.32. 
33Hotman Siahaan, Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi (Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 1986) h.201. 
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suci.Kekuasaan sebagai aktivitas politik harus dipahami sebagai kegiatan manusiawi 
yang diraih, dipertahankan sekaligus direproduksikan secara terus menerus. 
Kekuasaan (power) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan 
sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang–orang lain sesuai dengan 
tujuan–tujuan sang actor. 
Politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia 
menganut pendirian politik yang berbeda–beda, apabila hendak diwujudkan dan 
dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku 
orang lain dengan pertimbangan yang baik. Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap 
masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. 
Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota 
masyarakat.34 
Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu 
atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahawa hal 
itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. 
Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk 
bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam 
pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang 
harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai 
wewenang. 
                                                                 
34Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ( Jakarta: Rajawali pers, 1994) h.265. 
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4. Teori Respon 
Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (activity) dari 
organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan 
(activity) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara 
umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat 
(ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 
diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.35 
Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan 
komunikasi yang diharapkan memunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan 
efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi 
terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator.36Ahmad Subandi 
mengemukakan respon dengan istlah balik (feedback) yang memiliki peranan atau 
pengaruh ynag besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.37 
Dengan adanya respon yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator maka 
akan menetralisir kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi. Sedangkan 
menurut Poerdawarminta, respon diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban.38 
Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah terjadinya serangkaian 
komunikasi. Para ahli dalam menafsirkan respon antara satu dan lainnya berbeda. 
                                                                 
35 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999). hlm. 51 
36Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo, Himpunan Istilah Komunikasi, (Yogyakarta: Liberty. 
1983). hlm 25 
37Ahmad Subandi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Bulan Bintang. 1982) hlm. 50 
38 Poerdawarminta, Psikologi Komunikasi (Jakarta: UT. 1999) hlm. 43 
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Tetapi walaupun para ahli berbeda-beda dalam mendefisinikan tanggapan, 
kesemuanya memiliki titik kesamaan. 
1. Faktor Terbentuknya  
Respon Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi 
faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat 
menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak 
hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus 
yang ada persesuaaian atau yang menarik darinya. 
Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada 
stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri. Dengan kata lain, 
stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, 
yaitu: 
a.  Faktor Internal 
Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur 
yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus 
tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu 
unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada 
diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut 
antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi 
keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian 
tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan 
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dan perasaan (feeling), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan 
sebagainya. 
b.  Faktor Eksternal  
Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda 
perangsang atau oang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam 
bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan 
stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.39 
2. Macam-macam Respon  
Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan 
mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan 
komunikasi itu memberikan efek berupa respon darikomunikasi terhadap pesan yang 
dilancarkan oleh komunikator. Menurut Steven M. Chaferespon dibedakan menjadi 
tiga bagian:40 
 a. Kognitif: yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan 
erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. 
Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh 
khalayak. 
b. Afektif: yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan 
dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu. 
c. Konatif (Psikomotorik): yang dimaksud dengan psikomotorik adalah respon 
                                                                 
39 Bimo Walsito, Psikologi Umum, (Yogyakarta: UGM. 1999). Hlm.55 
40 Agus Suyanto, Psikologi Umum. (Jakarta: Bumi Aksara. 2004). hlm. 31-32 
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B. Kerangka Konseptual 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat 
sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian 
kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan 
untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga 
akan ditemukan pola-pola yang jelas. 
A. Lokasi penelitian 
Peneliti melakukan penelitian di Kota Makassar dengan objek penelitian ojek 
kovensional dan ojek Daring, dimana terjadi konflik antara ojek konvensional dengan 
ojek Daring. 
B. Jenis Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan 
menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan 
teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis sehingga dapat 
dirumuskan teori, proses gejala alam dan sosial41. Penelitian ini mencoba memahami 
apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena. Tipe penelitian ini 
adalah deskriptif analisis karena penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan fakta 
dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan 
                                                                 
41Al-Widyatama dan Veronika Sudiati, Dasar-Dasar Menulis Karya Ilmiah (Jakarta: 
Gramedia Widiasarma Indonesia, 1997), h.73. 
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informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 
adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif ini sendiri adalah 
untuk membuat penjelasan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. 
Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau 
kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk 
membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada 
variabel lain.42 
Penelitian deskriptif  diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument 
yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 
suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 
dilakukan.43 
C. Sumber Data Penelitian 
Pada penelitian kualitatif biasa mengumpulkan data dari beragam sumber 
seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya mampu pada satu 
sumber data saja. Kemudian44, adapun sumber data yang digunakan yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data 
ini diperoleh langsung dari Subyek penelitian dengan menggunkan alat pengukuran 
                                                                 
42 John W Creswell, Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed(Yogyakarta : Pustaka Pelajar 
2012).h. 4 
43John W Creswell, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar 2012) h.4. 
44 John W Creswell, Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed,h.261 
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atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang 
dicari. Data primer ini dapat berupa catatan proses atau catatan lapangan langsung 
atau disebut field note, lapangan kegiatan harian juga dokumentasi kegiatan yang ada 
dilokasi penelitian dengan anggota driver online dan driver konvensional. 
2. Data sekunder  
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bacaan atau 
referensi yang menunjang dalam penelitian ini. Data sekunder ini berupa buku-buku, 
jurnal, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan konflik driver online dan 
konvensional. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Salah satu tahap yang penting dalam sebuah penelitian adalah kegiatan 
pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal 
yang berkaitan dengan pengumpulan data, yang dalam penelitian kualitatif ini 
dilandasi strategi berfikir fenomologis, yang selalu bersifat lentur dan terbuka dengan 
menekankan analisis induktif. Penelitian kualitatif meletakkan data penelitian sebagai 
alat dasar pembuktian. Tetapi sebagai model dasar bagi pemahaman. Karena 
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang lebih 
dinamis. Adapun teknik pengumpulan data yang erat kaitannya dengan metode 
penelitian yang digunakan peneliti disini ada tiga teknik yaitu:45  
1. Wawancara  
                                                                 
45Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h.101. 
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Wawancara Adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang ke orang lainnya dengan 
mangajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. wawancara  
2. Bersifat Luwes 
Susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat 
diubah pada saat wawancara. Diantara kedua jenis wawancara ini, wawancara tidak 
terstruktur atau wawancara mendalam adalah metode yang cocok dengan penelitian 
ini, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai unruk 
mendefinisikan dirinya sendiri mengenai fenomena yang akan diteliti. 
Pengamatan (observasi) Pengamatan (observasi) merupakan kegiatan yang 
digunakan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejalagejala yang diteliti. Dalam observasi cara yang paling efektif adalah 
melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. 
Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 
digambarkan terjadi di lapangan. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi 
penelitian guna mengumpulkan data secara langsung sebab dengan cara demikian, 
peneliti dapat memperoleh data dengan baik, utuh dan akurat.  
Pengamatan (observasi) dalam arti luas berarti bahwa peneliti secara terus 
menerus melkukan pengamatan atas perilaku sesorang. Sedangkan pengertian 
observasi secara lebih sempit adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang 
selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi, serta mencatat penemuan yang 
memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran 
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analisis.46 
 Dengan observasi sebagai alat pengumpulan data, dimaksudkan observasi 
dilakukan secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan 
saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang 
sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau 
memanipulasi. 
Oleh karena itu teknik pengumpulan data dari hasil observasi ini jauh terjamin 
kevalidannya karena dengan teknik observasi amat kecil kemungkinan informan akan 
melakukan manipulasi jawaban atau berbohong dalam menjawab sebab peneliti 
melakukan pengamatan langsung terhadap obyek peneliti yang sedang dilakukan.  
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah penelitian benda atau barang-barang tertulis seperti buku, 
majalah, koraan, artikel, foto, surat kabar dan sebagainya. Dokumen merupakan bukti 
tertulis yang meliputi keadaan paguyuban kampong ilmu dan kedaan lingkungan 
masyarakat. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sekunder 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 
                                                                 
46Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 
1996), h,100. 
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orang lain.47 
Untuk menganganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakn metode 
analisis deskriptif, yaitu penelitian non-hipotesis. Dengan hanya mendeskripsikan 
atau menggambarkan keadaan suatu obyek penelitian berdasarkan faktor-faktor apa 
adanya. Menurut Noeng Muhadjir mengatakan bahwa analisis data merupakan upaya 
mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, 
metode untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan 
menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan 
pemehaman tersebut analisis perlu dilanjutkan berupaya mencari makna.48 
Menurut Pattan yang dikutip oleh Lexy. J. Moeleng mengatakan bahwasannya 
analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam 
suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.49 Dalam penelitian ini menggunakan 
analisis data kulaitatif induktif yaitu dengan data dan informasi yang telah 
dikumpulkan di pisah-pisah dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan rincian 
masalah masing-masing. Kemudian data dan informasi tersebut dibandingkan-
bandingkan antara yang satu dengan yang lain, akan tetapi tetap menggunakan proses 
perfikir. 
Sedangkan secara garis besar, teknik analisis data meliputi 3 langkah yaitu: 
 1. Persiapan Mengecek nama dan mengecek kelengkapan data, mengecek 
isian data. 
                                                                 
47 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, h.104. 
48 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ,103. 
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 2. Tabulasi Penyimpanan data, analisa data untuk tujuan penarikan 
kesimpulan. 
 3.    Penerapan data yang sesuai dengan pendekatan penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum   
1. Sejarah Berdirinya Gojek 
Ide Go-Jek muncul saat CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, bercengkrama dengan 
tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu 
pelanggan. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya, ternyata 
semuanya mengeluh susah cari pelanggan. apalagi di Jakarta kemacetan makin 
memburuk. Jika ada layanan transport dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan 
sangat membantu warga Jakarta. Go-Jek merupakan sebuah perusahaan transportasi 
asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. 
Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Nadiem 
Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan Mckinsey & Company 
sebuah konsultan ternama di Jakarta dan menghabiskan masa selama tiga tahun 
bekerja disana. Diketahui pula ia pernah 
bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Editor di Zalora Indonesia kemudian 
menjadi Chief Innovation officer kartuku. berbekal banyak pengalaman selama 
bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari 
pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Go-Jek pada tahun 2011.  
Kegiatan GO-JEK bertumpu pada tiga nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan 
dampak sosial. Para driver GO-JEK mengatakan bahwa pendapatan mereka 
meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan 
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kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui 
aplikasi kami 
GO-JEK telah resmi beroperasi di 25 kota besar di Indonesia, termasuk Medan, 
Batam, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bandar Lampung, Jabodetabek, 
Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Gresik, Malang, 
Sidoarjo, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, 
Denpasar, dan Mataram 
Go-Jek dapat dipesan melalui Go-Jek App yang bisa diunduh melalui Play 
Store maupun App store. Dalam 1 bulan pertama aplikasi ini sudah berhasil mencapai 
150 ribu download, dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun 
memiliki 2 cara yaitu cash atau menggunakan Go-Jek Credit (Go-Pay). Go-Jek Credit 
adalah metode pembayaran GO-Jek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk 
membayar semua layanan 
a. Profil Perusahaan Go-jek 
1.1 Visi Gojek 
Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti 
pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, 
serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia Kedepannya 
1.2 Misi Gojek 
1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi 
yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.  
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2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada 
pelanggan.  
3. Membuka Lapangan Kerja Selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.  
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan 
sosial.  
5. Menjaga Hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha 
ojek online.  
Hijau menandakan stabilitas dan ketahanan, tetapi juga diartikan sebagai 
kemakmuran dan sesuatu yang berlimpah. Hijau adalah warna yang memiliki 
kombinasi arti positif, seperti halnya GO-JEK yang mempunyai misi untuk membawa 
pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. 
b. Jenis Layanan Gojek 
1.1 Go-Ride 
Transport (jasa angkutan) dengan armada motor adalah layanan utama yang 
diberikan GOJEK. Untuk layanan ini pihak GO-JEK menyediakan masker dan 
penutup rambut secara gratis dan fasilitas helm yang sesuai ketentuan keamanan dan 
kenyaman untuk digunakan oleh penumpang. Harga ditampilkan secara transparan 
sesuai jarak kilometer yang ditempuh 
1.2 Go-Car 
Jasa angkutan yang diberikan oleh Go-jek dengan menggunakan mobil yang 
bisa mengantar kemana pun. Harga akan di tampilkan secara transparan sesuai jarak 
kilometer yang ditempuh. 
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1.3 Go-Food 
Jasa layanan pesan antar nomer 1 di Indonesia yang bekerjasama dengan lebih 
dari 30.000 restoran di seluruh Indonesia. Dengan tarif antar yang ditampilkan secara 
transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan. 
1.4 Go-Send 
Jasa layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang atau 
surat. Tarif layanan ini akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai 
dengan jarak pengirimanan 
1.5 Go-Mard 
Jasa layanan untuk membeli barang di toko yang di inginkan. Pelanggan dapat 
memasukan alamat toko yang belum terdaftar dalam aplikasi pada kolom alamat yang 
dituju. Tarif antar akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak 
tempat pemesanan. 
1.6 Go-Box 
Jasa layanan untuk membantu pengguna dalam pemindahan barang berukuran 
besar dengan menggunakan pickup bak, pickup box, engkel bak, atau engkel box. 
Pada layanan ini pengguna dapat request untuk tambahan pengangkut. Tarif yang 
dikenakan sesuai dengan armada yang digunakan dan jarak sesuai kilometer. 
 
2. Profil Kota Makassar 
a. Letak Geografis 
  
44 
 
Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisisr pantai barat bagian 
selatan sulawesi selatan, pada koordinat antara 119° 18’ 27,97” sampai 119° 
32´31,03” bujur timur dan 5° 30´18” - 5° 14’ 49” lintang selatan. Ketinggian kota ini 
bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20°c - 32°c, 
memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi, 
serta terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.49 
Dua sungai besar mengapit kota ini, yaitu: sungai tallo yang bermuara di 
sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Kota 
ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, 
berbatasan dengan Kabupaten Gowa disebelah selatan dan berbatasan dengan 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan di bagian barat dan utara, pada perairan Selat 
Makassar.50 
           Topografi wilayah pada umumnya berupa dataran rendah dan daerah pantai. 
Dataran rendah merupakan wilayah yang paling dominan di daerah ini, sehingga pada 
musim penghujan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki 
wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini 
merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan 
                                                                 
49 Pemerintah Kota Makassar, Makassar Kota Anging Mamiriri, Official Website Pemerintah 
Kota Makassar, http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html (1 Mei 2018).  
50Pemerintah Kota Makassar, Makassar Kota Anging Mamiriri, Official Website Pemerintah 
Kota Makassar, http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html (1 Mei 2018). 
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pulau-pulau sangkarang, atau disebut juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal 
dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang 
(terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau 
Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau 
Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (gusung) 
dan Pulau Kayangan (terdekat).51 
Pola iklim di Kota Makassar dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan 
dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Nopember – April, 
sedangkan musim kemarau, dimulai bulai Mei – Oktober, temperatur udara rata-rata 
periode 1996 – 2000 adalah 26,50°c, kelembapan udara 89,20% dengan persentase 
penyinaran matahari maksimum sebesar 89,0% terjadi pada bulan Agustus, minimum 
sebasar 15% yang terjadi pada bulan Desember. Berdasarkan pencacatan stasiun 
meteorologi maritim Paotere, secara rata-rata kelembapan udara sekitar 77,90%, 
curah hujan 2729 mm, hari hujan 144 hari, temperatur udara sekitar 26,5° - 29,8°c, 
dan rata-rata kecepatan angin 4 knot.52 
b. Penduduk 
Penduduk Kota Makassar pada tahun 2005 tercatat sebanyak 1.173.107 Jiwa, 
terdiri dari laki-laki 578.416 Jiwa dan perempuan 594.691 Jiwa dan Tingkat 
Kepadatan Penduduk 6.525 Jiwa/km2. Namun pada siang hari, penduduknya dapat 
                                                                 
51Pemerintah Kota Makassar, Makassar Kota Anging Mamiriri, Official Website Pemerintah 
Kota Makassar, http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html (1 Mei 2018). 
52Pemerintah Kota Makassar, Makassar Kota Anging Mamiriri, Official Website Pemerintah 
Kota Makassar, http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html (1 Mei 2018). 
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mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa, dimana sebagian dari mereka bekerja dan berusaha 
di Makassar, dan bermukim di kabupaten sekitarnya, seperti Kabupaten Maros dan 
Kabupaten Gowa. Masyarakat kota Makassar terdiri dari beberapa Etnis Bugis, Etnis 
Makassar, Etnis Mandar, Etnis Toraja, Etnis Cina, dll.53 
c. Transportasi di Kota Makassar 
Pada tahun 2014 kendaraan di Kota Makassar baik roda dua atau roda empat 
mencapai 8 ribu sampai 10 ribu unit, jumlah kendaraan roda 2 meningkat 13-14 
persen per tahun dan roda 4 meningkat 8-10 persen per tahun. Masyarakat yang ikut 
bergabung di ojek Daring harus mempunyai kendaraan sendiri sedangkan tingkat 
jumlah kendaraan meningkat 18 persen per tahun. Sementara pertumbuhan jalan 
hanya 0,001 persen per tahun. Jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat 
mencapai 2,4 juta (1,1 juta roda 2 dan 1,3 juta mobil) lebih tinggi dari 
jumlahpenduduknya sebanyak 1,7 juta jiwa.54 
3. Profil Angkutan Online di Makassar 
a. Profil Go-Jek  
Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui 
panggilan telepon, GO-JEK kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform 
dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari 
                                                                 
53Pemerintah Kota Makassar, Makassar Kota Anging Mamiriri, Official Website Pemerintah 
Kota Makassar, http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html (1 Mei 2018). 
54Wardiman Darmadi, Dampak Keberadaan transportasi ojek Online (Go-Jek) Terhadap 
transportasi Angkutan Umumlainnya di Kota Makassar’Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, 2016) h.67.  
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transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan on-
demand lainnnya.55 
GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. 
Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak 
sosial.56 
Para driver GO-JEK mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat 
semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak 
pelanggan melalui aplikasi kami. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan 
kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang 
terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain.57 
GO-JEK telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, 
Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, 
Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, 
Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, 
Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, 
Pasuruan, Tegal,Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang 
                                                                 
55Gojek Indonesia, Official Website Gojek Indonesia, https://www.go-jek.com/about/ ( 1 Mei 
2018). 
56Gojek Indonesia, Official Website Gojek Indonesia, https://www.go-jek.com/about/ ( 1 Mei 
2018). 
57Gojek Indonesia, Official Website Gojek Indonesia, https://www.go-jek.com/about/ ( 1 Mei 
2018). 
48 
 
 
 
Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun 
mendatang.58  
Berikut ini merupakan penjelasan dari berbagai macam pelayanan yang 
disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia: 
1. Go-Send, merupakan layanan antar jemput barang untuk mengantarkan 
barang tersebut kepada orang yang dituju hanya dalam waktu 90 menit, dan 
bahkan lebih cepat lagi jika jarak lebih dekat. 
2. Go-Ride, merupakan layanan mengantar penumpang ke lokasi yang ingin 
dituju. 
3. Go-Food, merupakan layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang 
ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang tidak 
memiliki layanan pesan antar makanan. 
4. Go-Mart, merupakan layanan di mana para driver Gojek dapat membantu 
konsumen belanja apapun dan toko manapun, seperti belanja bulanan, 
elektronik, tiket konser, obat, atau apa pun dengan batasan nominal 
pembelanjaan maksimal Rp. 1.000.000,-. 
5. Go-Clean, merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk 
bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Gojek. Tarif 
layanan Go-Clean adalah Rp 60.000,-/jam. Layanan ini terbagi lagi ke dalam 
beberapa layanan, yakni Vacuum and Sweep (menyapu/membersihkan lantai), 
                                                                 
58Gojek Indonesia, Official Website Gojek Indonesia, https://www.go-jek.com/about/ ( 1 Mei 
2018).  
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Dish Washing (mencuci piring), Bathroom Sanitizing (membersihkan kamar 
mandi), dan Floor Mapping (mengepel lantai). 
6. Go-Massage, merupakan layanan jasa pijat tradisional panggilan untuk 
datang ke rumah. Layanan ini terbagi lagi dalam beberapa layanan, yakni 
Reflexology (Rp90.000,-/jam), Full Body Massage (Rp 100.000,-/jam), Full 
Body Massage and Scrub (Rp 165.000,-/1,5 jam), dan Full Body Massage 
and Face Pressure (Rp165.000,-/1,5 jam). 
7. Go-Glam, merupakan layanan jasa kecantikan panggilan, ditujukan untuk 
konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan di rumah. Beberapa 
paket perawatan yang ditawarkan, yakni Creambath & Hair Dry (Rp 
100.000,-), Blow Dry (Rp 100.000,-), Hair Coloring up to shoulder length 
(Rp 250.000,-), Hair Coloring longer than shoulder length (Rp 450.000,-), 
Manicure & Nail Polish (Rp100.000,-), Pedicure & Nail Polish Rp 110.000), 
serta Pedicure, Manicure &Nail Polish (Rp 150.000,-). 
8. Go-Box, merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar, 
seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan mengangkut barang-
barangnya. 
9. Go-Car, menggunakan mobil dan dengan tarif/km, yang sekitar Rp4000/km 
nya.Potongan yang di deposit satu kali order Rp1000. 
10.  Go-Tix, layanan pesan tiket yang juga memberi informasi-informasi 
mengenai acara atau kegiatan yang akan berlangsung, sayangnya masih 
belum mencakup seluruh kota-kota dipenjuru Indonesia. 
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11.  Go-Busway, digunakan untuk mengetahui lokasi bus transjakarta secara real 
time dan estimasi kedatangan bus di halte. 
12.  Go-Med, solusi layanan yang terintegrasi yang memungkinkan pengguna 
untukmembeli obat-obatan, vitamin dan kebutuhan medis lainnya. 
13. Go-Auto, layanan jasa otomotif yang memanggil mitra servis (montir) 
untukmengatasi berbagai permasalahan motor atau mobilmu yang akan 
langsung datang ke lokasi. 
14. Go-Pulsa, layanan yang memungkinkan pengguna aplikasi Gojek untuk 
mengisi pulsa menggunakan saldo Go-Pay dengan mudah. 
15. Go-Bluebird, layanan ini Gojek bekerjasama dengan taxi Blue Bird, 
membayartarif sesuai argometer taxi. Perbedaannya dengan Go-Car adalah 
kalau Go-Car satutempat bisanya, kalau Go-Bluebird bisa berhenti kapan saja 
atau bisa menunggu siapa. 
Dari banyaknya layanan yang diberikan Gojek, semuanya bermanfaat dan 
jugamempermudah masyarakat, akan tetapi fitur yang beroperasi di Gojek Makassar 
adalah Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Mart, Go-Box, Go-Auto, dan Go-
Med.59 
b. Profil Grab 
Awal perjalanan Grab di Asia Tenggara pada tahun 2012 dan beberapa teman 
sedang menikmati teh bersama. Seperti biasa, dengan orang Asia Tenggara, mereka 
                                                                 
59Andi Urfiah Alawiyah, Analisis Pengendalian Internal Dalam Mengatasi Fraud Orderan 
Pada Transportasi Berbasis Online Di Pt. Gojek Makassar, Skripsi, ( Gowa: Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017),h.52 
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mulai mengomel tentang betapa sulitnya mendapatkan taksi. Tapi setelah itu, mereka 
melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka emutuskan untuk memecahkan masalah. 
Mereka memulai Grab (lalu MyTeksi). Tak lama lagi, tujuan sederhana telah berubah 
menjadi sesuatu yang lebih besar menjadikan Asia Tenggara sebagai tempat yang 
lebih baik.60 
  Grab adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura 
yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan 
bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang 
meluncurkan Aplikasi saja dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik 
mitra yang sudah bergabung di PT. Grab Indonesia. Dengan aplikasi Grab calon 
penumpang dapat dengan mudah mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan, 
sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi 
yang diperlukan.  
          Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri Grab adalah 
Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Dari tahun 2011 sampai tahun 2017 Grab 
berkembang pesat dan menjadi salah satu penyedia aplikasi transportasi online di 
Indonesia.61  Grab (sebelumnya dikenal sebagai GrabTaxi) adalah sebuah perusahaan 
yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia 
Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam,  
                                                                 
60 https://www.grab.com/sg/about/. Diakses pada tanggal 29 November 2017 
61 Miftahurrohmah, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Evenement Pada Transportasi Onlinept. Grab Indonesia 
Cabang Surabaya Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018) h.51. 
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Indonesia, dan Filipina. Grab mempunyai visi untuk merevolusi industri pertaksian di 
Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi 
pengguna kendaraan seantero Asia Tenggara. Hingga bulan Maret 2015, jumlah 
pengguna Grab mencapai 3,8 juta pengguna. Grab tersedia untuk sistem operasi 
Android, Ios, dan BlackBerry. Di Indonesia, Grab banyak memiliki fitur layanan, 
diantaranya:  
1. GrabCar adalah penyewaan kendaraan pribadi dengan driver yang 
enghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman. 
2. GrabShare adalah layanan penjemputan bersama yang memungkinkan 
penumpang berbagi perjalanan dan tarif selagi pengemudi mendapatkan 
penghasilan lebih dengan mengambil lebih banyak penumpang dengan tujuan 
satu arah.  
3. GrabBike adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar ke 
berbagai tempat, lebih mudah dan lebih cepat tanpa menunggu waktu terlalu 
lama. 
4. GrabTaxi adalah layanan yang memberikan akses serta kemudahan 
penumpang menemukan pengemudi taksi terdekat dengan aman. 
5. GrabHitc adalah layanan tebengan dengan separuh harga. 
6. GrabFood adalah layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak daftar 
restoran yang tersedia. 
7. GrabExpress adalah layanan kurir ekspres berbasis aplikasi yang menjanjikan 
Kecepatan, Kepastian dan yang paling utama adalah Keamanan. 
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Grab mempunyai visi dan misi, diantaranya: 
a. Visi:  
Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara.  
b. Misi:  
1) Menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara.  
2) Memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang.  
3) Meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi maupun penumpang.  
 Perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi Online PT. Grab Indonesia telah 
beroperasi di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya adalah kota Makassar. 62 
Penelitian ini menggunakan Gojek dan Grab sebagai sampel kendaraan 
Online, karena Kedua aplikasi ini merupakan aplikasi yang paling digemari oleh 
masyarakat dan beroperasi di Kota Makassar. Sealnjutnya  Penulis meenyebut GO-
Jek dan Grab sebagai Ojek Daring pada skripsi ini. 
 
B. Respon Pemkot Makassar Terkait Rivalitas Angkutan Konvensional dan Daring 
1. Respons Terhadap Keberadaan Ojek Daring 
Pemerintah Kota Makassar memberikan kebijakan kepada Dinas perhubungan 
Kota Makassar untuk melakukan pemetaan wilayah operasional bentor, dengan 
                                                                 
62Miftahurrohmah, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen Terhadap Evenement Pada Transportasi Onlinept. Grab Indonesia Cabang 
Surabaya Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018) h.52. 
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memperhatikan akses kendaraan umum di wilayah terkait. Pengoperasian bentor 
dibatasi di empat wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai 
regulasi pelarangan alat transportasi becak motor. Di beberapa Jalan utama dan jalan 
protokol.  
Regulasi tersebut dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 
Tahun 2012 tentang pengendalian operasional kendaraan bentor. Dalam Perwali ini 
Kendaraan Bentor hanya diperbolehkan beroperasi di empat kecamatan , yakni 
Kecamatan Manggala, Tamalate, Biringkanaya, dan Tamalanrea.Demikian Bentor 
merupakan alat transportasi dari kendaraan Motor yang diubah modifikasi dan 
kontruksi dengan registrasi dan identifikasi ulang maka dari itu harus dilakukan uji 
tipe ulang kendaraan bentor oleh Dinas Perhubungan sebagaimana dalam UU No.22 
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. 
Pemerintah Kota Makassar semesetinya merealisasikan wewenang yang telah 
mereka miliki untuk membuat Perda terkait keberadaan Ojek Daring, sebagaimana 
Easton megatakan bahwa mereka yang mempunyai wewenang dalam sistem politik 
yang mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan adalah orang-orang yang 
terlibat dalam urusan politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam 
masalah yang sedang dihadapi dimana mereka harus mengambil keputusan untuk 
mengatasi masalah tersebut. Pengambilan keputusan yang mereka ambil adalah 
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bersifat mengikat.63 Namun ketika aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh para 
ojek/bentor, supir pete-pete dan taksi, hanya ditanggapi sebagai berikut: 
"Sekarang ini kan Menteri Perhubungan sudah memberikan wewenang 
kepada gubernur untuk mengatur detail driver daring," Jangan juga terlalu 
banyak karena bisa tak terkendali nanti," katanya."Kita akan bicara ini 
sehingga bisa kita usulkan dalam Perda karena memang perkembangan 
teknologi tak bisa kita tolak, cuman pemerintah mesti mengatur ini secara 
detail dan adil," katanya.64 
Penuturan Syamsuddin saat menerima aspirasi para demonstran yang berasal 
dari Driver Go-Jek: 
“Aspirasi mereka sudah kita tampung. Dan Senin pekan depan akan kita 
pertemukan dengan pihak perusahaan. Nanti akan ada solusi pasti nantinya 
seperti apa." 
 
Sampai saat ini, belum ada kebijakan baik berupa Pergub maupun Perda yang 
tegas mengatur keberdaan Ojek Daring, meskipun upaya unntuk membuat input, 
untuk memperoleh kebijakan publik, di mana kebijakan publik  adalah serangkaian 
tindakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mengatasi 
permasalah tertentu dimana dalam pelaksanaanya terdapat hambatan-hambatan dan 
kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi. 
                                                                 
63 Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 3, Agustus - Desember 2017, 253 - 261  
64Demonstrasi dilakukan pada tanggal 14 Maret 2018, diakses dari Syahrul 
Ramadhan/jawapos.com ( 1 Mei 2018). 
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Dari Uraian diatas, dapat diketahui  bahwa respon Pemerintah Kota Makassar 
sejauh ini belum memberikan dampak yang berarti terhadap rivalitas antara 
Ojek/Bentor  Konvensional dengan Ojek Daring.  
 
2. Respon Persfektif Regulasi  
Negara memiliki otoritas untuk mengatur berbagai asfek yang ada dalam 
negara tersebut termasuk pada asfek transfortasi, negara bertanggung jawab atas Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. 
Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut meliputi 
perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.65  
Hadirnya angkutan berbasis Online menyebabkan munculnya rivalitas dengan 
ojek/bentor konvensional, rivalitas angkutan ojek konvensional dan Daring 
merupakan asfek yang harus diatur oleh pemerintah pusat dan daerah, meskipun 
kementrian Perhubungan telah mengeluarkan Permenhub nomor 32/2016 dan 
Permenhub No 108/2017, tetap saja tidak mengakomodir kepentingan dua pihak 
tersebut, Permenhub ini justru cenderung pada jenis angkutan roda empat, padahal 
masalah angkutan sepeda motor juga sangat penting, mengingat mayoritas 
penggunanya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. 
Membuat UU tentang kendaraan berbasis Daring khusunya kendaraan roda 
dua (Ojek Daring) memerlukan interval waktu yang cukup lama, hal tersebut 
                                                                 
65 Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 
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membuat masalah di masyarakat semakin kompleks. Sejauh ini aturan yang mengatur 
tentang angkutan online hanya pada sebatas Permenhub, sehingga lebih rentan untuk 
selalu berubah-ubah sesuai dengan tekanan publik dan berbagai pertimbangan lain. 
Contohnya pada Permenhub 32/2016 kemudian Permenhub 108/2017, Permenhub 
tersebut belum secara menyeluruh mengakomodir kebutuhan regulasi bagi 
masyarakat umum, ojek/bentor dan ojek Daring.  
Sedangkan UU yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 
UU No 22 tahun 2009, undang-undang tersebut mengatur tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan yang dapat dijabarkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan 
ruang dibuatnya Perda yang dapat mengakomodir permasalahan yang berlum 
terselesaikan melalui UU No.22 Tahun 2009 tersebut. 
Permasalahan Ojek/Bentor Konvensional dan Ojek Daring yang terjadi di 
Makassar adalah belum terjabarkannya UU No.22 tahun 2009, Permenhub nomor 107 
Tahun 2017 secara konferhensif, sehingga masalah yang lebih rinci/spesifik belum 
dijawab oleh UU yang bersifat luas/universal. Tuntutan dibuatnya Peraturan Daerah 
tentang keberadaan Ojek Daring /Bentor dan Ojek Daring mestinya dibuat sesegera 
mungkin agar resistensi dan dampak yang ditimbulkan dari rivalitas ini dapat 
terselesaikan dengan cepat. 
C. Dampak dari Rivalitas Angkutan Konvesnional dan Daring 
1. Dampak Sosial 
Dampak sosial ini meliputi problem sosial, problem sosial yang dimaksud 
adalah konflik, konflik tersebut melibatkan 2 pihak yang saling bertentangan, 
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pertentangan tersebut penulis sebut sebagai rivalitas ojek konvensional dan ojek 
Daring. Rivalitas tersebut ditandai dengan upaya suatu pihak yang berupaya 
mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya keras mempertahankan apa yang 
selama ini mereka kuasai. 
a. Resisitensi Antara Ojek/Bentor dengan Ojek Daring 
Rivalitas angkutan Daring dan Konvensional khususnya pada jasa ojek 
merupakan bentuk rivalitas yang terjadi secara masif, awal munculnya jasa kendaraan 
Daring ini menimbulkan konflik yang menyebabkan adanya ketidak harmonisan 
antara Supir Pete-Pete, Bentor dan Driver Jasa Angkutan Daring (baik Gojek, dan 
Grab Ride. Ketidakharmonisan ini ditandai dengan terjadinya berbagai peristiwa-
peristiwa yang melibatkan ojek konvensional/supir pete-pete dan driver gojek dan 
grab. Keitdakharmonisan tersebut awalnya bermotif ekonomi namun justru 
berdampak pada renggangnya interaksi sosial antara tukang ojek/bentor dengan driver 
ojek Daring. Sebagaimana dikatakan informan berikut: 
“Kalau pandangan saya, mereka kurang akur, yang paling dirugikan adalah 
kami kami ini sebagai pengguna, dulu saya menggunakan bentor tapi 
sekarang lebih suka menggunakan grab atau gojek, kadang saya harus 
membawa helm sendiri kalau mau pesan ojek Online, saya lebih cari 
aman.”66 
 
Selain itu informan lain mengatakan: 
                                                                 
66Wahyu,( 20 Tahun) Penumpang Gojek, Makassar,1 Mei 2018. 
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“Kami sebagai driver gojek selalu siaga, apalagi kalau sudah berada di 
lorong-lorong, bukannya apa-apa, tapi kami khawatir saja, tapi tidak semua 
juga yang jelas kami tau ji kondisi di Makassar sekarang, karna mereka 
merasa penumpangnya kami ambil, padahal sama-sama cari rezeki di 
jalan.”67 
 Sedangkan menurut informan lain, mengatakan: 
“Ojek Online sudah merebut penumpang kami, dulu kami bisa dapat 
penghasilan sekitar 60.000 per hari tapi sekarang sudah menurun sekali, 
kami sadar zaman semakin maju tapi bukan berarti kami ojek harus 
diperhatikan juga.”68 
 
Setelah mencermati hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa 
ketidakharmonisan antara ojek konvensional dan ojek Daring disebabkan oleh 
kurangnya interaksi antara diver ojek Daring dengan ojek/bentor konvensional, 
minimnya inisiatif pemerintah untuk merangkul kedua elemen (berupa pembuatan 
regulasi) untuk membantu masyarakat memperoleh akses transfortasi yang mereka 
sukai. 
Ketidakharmonisan tersebut juga dapat dilihat dari kecenderungan driver ojek 
Daring untuk tidak menggunakan aksesoris mereka dengan mempertimbangkan asfek 
keamanan, sehingga identitas mereka tidak diketahui oleh ojek/bentor. Tidak 
terdapatnya ruang interaksi antara ojek/bentor menyebabkan semakin renggangnya 
hubungan antara ojek/bentor dengan ojek Daring. 
                                                                 
67 Ihsan, ( 39 Tahun)Driver Gojek, Makassar, 2 Mei 2018.  
68 Rahman (25 tahun) Ojek Konvensional, Makassar,28 April,2018. 
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Hubungan yang tidak harmonis tersebut tidak serta hanya berdampak negatif 
namun memiliki dampak positif yaitu bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-
group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, 
solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat 
sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit 
dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-
pihak luar, dalam hal ini rivalitas ojek konvensional dan ojek Daring juga memiliki 
dampak yang positif terhadap solidaritas di internal keduanya. Sebagaimana kutipan 
informan berikut: 
“Sebenarnya ada juga manfaatnya ini ada Gojek dan Grab, semakin kompak 
ki sesama bentor, karna kami mau tetap sama-sama bisa dapat 
penumpang”.69  
 Konflik yang terjadi antara Ojek/Bentor Konvensional dengan ojek Daring 
harus dilihat sebagai sebuah masalah yang kompleks sebab konflik ini harus 
diselesaikan dengan melalui proses-proses politik70, dengan cara memberikan payung 
hukum yang jelas terhadap keberadaan kedua media transfortasi tesebut.   
b. Aksi Demonstrasi Ojek/Bentor dan Supir Pete-Pete Terhadap Jasa 
Angkutan Daring 
Demonstrasi merupakan hal yang dibolehkan dalam sistem politik Demokrasi, 
sistem politik yang diterapkan oleh Indonesia membolehkan aksi demonstrasi, 
demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Ojek/Bentor dan Supir pete-pete merupakan 
                                                                 
69Riswan,( 36 Tahun) Ojek, Makassar, ( 30 April 2018).  
70 Efriza, Ilmu Politik, ( Bandung: Alfabeta, 2009) h.30. 
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bukti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut andil dalam proses 
pengambilan Keputusan.  
Aksi Demonstrasi tersebut sejalan dengan ruh demokrasi liberatif, yaitu ingin 
meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi 
dan opini agar kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang 
memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Hal tersebut 
sebagaimana kutipan informan berikut: 
“Kami protes terhadap pemerintah karena kami anggap pemerintah tidak 
mengayomi kami, keberadaan mereka mengancam kehidupan kami.”71 
 
 Kutipan informan tersebut memberikan input kepada pemerintah untuk 
membuat regulasi berupa Peraturan daerah agar mereka memiliki dasar hukum yang 
jelas tentang mekanisme kerja dalam menawarkan jasa angkutan. Tuntutan tersebut 
sebagaimana yang dikatakan informan berikut: 
“Seharusnya pemerintah juga memberikan aturan yang jelas kepada 
aplikator angkutan onliine, kendaraan konvensionalkan di atur, kami 
membayar KIR, izin Train, Pajak, kalau Aplikator Angkutan konvensional 
tidak membayar dan diperlakukan seperti itu, maka kami ingin keadilan, 
Seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang jelas.”72         
 
                                                                 
71Daeng Ancu, Peserta Aksi Penolakan Ojek Online, (49 Tahun) Makassar,2018.  
72 Zainal Abidin, Ketua Organda Makassar, Wawancara, Makassar,20 April 2018. 
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 Meskipun pada penelitian ini lebih fokus pada kendaraan jenis sepeda motor 
atau ojek, namun dampak keberadaan Angkutan Daring juga dirasakan  oleh pete-
pete dan taksi konvensional, meskipun mereka telah membayar KIR, Izin Train dan 
berbagai syarat-syarat lain yang telah di atur oleh Kementrian Perhubungan  Republik 
Indonesia, mereka bersatu untuk melakukan demonstrasi agar Angkutan Daring 
dilarang di Makassar atau dibuatkan regulasi tertentu berupa perda agar jumlah 
kendaraan Daring dibatasi, memenuhi standar operasional prosedur, dan memiliki 
kelayakan untuk beroperasi di jalan raya. 
 Demonstarasi mewarnai kehidupan berdemokrasi di Indonesia, keberadaan 
Ojek Daring menyebabkan berbagai penolakan dengan cara demonstrasi hampir di 
semua kota yang ada di Indonesia, tuntutan mereka beragam, khususnya di Kota 
Makassar, gerakan yang dilakukan oleh Ojek Konvesional lebih frontal dengan 
berdemonstrasi di Gedung DPRD Provinsi, Balaikota yang dilanjutkan dengan aksi-
aksi sweping dan aksi lain yang merupakan bentuk kekecewaan ojek/bentor 
konvensional terhadap bebasnya ojek Daring beroperasi di berbagai titik di kota 
Makassar. 
Semenjak Gojek dan Grab mulai masuk di Kota Makassar, 
Ojek/Konvensional, pete-pete, dan taksi konvensional marak melakuak aksi 
demonstrasi, misalnya saja pada tanggal 28 Agustus 2017, tanggal 29 September dan 
28 Maret 2018. Tuntutan di setiap demonstrasi hampir sama, yaitu menolak 
keberadaan ojek Daring dan memberikan payung hukum/regulasi kepada aplikator 
Ojek Daring apabila mereka di biarkan beroperasi di kota Makassar. 
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Rangkaian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Ojek/Bentor dan kendaraan 
umum konvensional lainnya terrnyata berdampak pada Aplikator Ojek Daring, 
dampak tersebut adalah dengan melakukan demonstrasi di istana merdeka 
Jakarta.pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tutntutan menolak permenhu nomor 
108/2017. 
c. Aksi Sweping Ojek/ Bentor Terhadap Jasa Angkutan Online 
Konflik tidak lepas dari adanya pergolakan kepentingan, dalam pandangan 
Karlx Max, yang menjadi pemyebab dari adanya konflik adalah karena terdapat 
pemisahan kelas sosial, antara kelas ploretar dan kelas borjouis, namun dalam 
konteks rivalitas jasa ojek/bentor konvensional dan ojek Daring justru tidak 
merepresentasikan adanya pemisahan kelas, kedua pihak ini justru cenderung pada 
kelas yang sama yaitu sebagai pekerja, Konflik yang terjadi justru dalam 1 kelas 
sosial yang sama, yaitu sesama pekerja, pemilik saham Gojek dan yang menjadi 
pemilik modal justru tidak merasakan langsung dampak dari rivalitas kedua jasa 
angkutan ini. Hal tersebut, sebagaimana dikatakan oleh informan berikut: 
“Saya rasa konflik antara ojek konvensional dan ojek Online disebababkan 
karena adanya ketidaksepahaman dengan persepsi mereka di lapangan, 
ojek/bentor cenderung merasa paling berkuasa, padahal aplikasi Ojek online 
juga memiliki hak yang sama.”73 
 
                                                                 
73 Sykuran, ( 22 Tahun ) “Wawancara”Mahasiswa, Makassar, 1 Mei 2018.   
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Berdasarakan penuturan informan tersebut, pertentangan yang terjadi justru 
berasal dari ketidaksepahaman mereka tentang konsep transfortasi yang semesestinya 
beroperasi secara proporsional. Aksi sweping yang dilakukan oleh Supir pete-pete, 
ojek/bentor untuk menyatakan protes terhadap keberadaan jasa Angkutan Daring 
merupakan konflik yang tidak lagi pada tataran regulasi/wacana namun mengarah 
pada tindakan fisik dan kekerasan.   
 
“Sampai kapan kami sembunyi-sembunyi terus? Kita tidak bisa terus-terusan 
begini, kalau sudah ada himbauan kami akan kembali gunakan atribut kami, 
suapaya penumpang juga tidak khawatir.” 74 
 
Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut 
dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan 
pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang 
perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah 
mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan 
bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan 
menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya 
disebut sebagai status need.75 
 
                                                                 
74Ahmad, ( 19 Tahun),Wawancara, Mahasiswa, Makassar, 2 Mei 2018. 
75Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2011), h. 361. 
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2. Dampak Ekonomi 
 Dampak ekonomi dari rivalitas antara Ojek Konvensional dengan Daring 
adalah terdapatnya ketidakseimbangan pendapatan yang diperoleh oleh ojek 
konvensional dengan ojek Daring Potensi pendapatan Ojek Daring semakin besar 
dibandingkan dengan Ojek/Bentor Konvensional, Perbedaan tersebut memunculkan 
banyak dinamika dimasyarakat, termasuk konflik dan resistensi. 
a. Tumbuhnya Kekuatan Ekonomi Baru  
Kehadiran ojek Daring di Makassar memberikan dampak positif dan negatif 
di sektor ekonomi, pada sektor ekonomi, dampak yang ditimbulkan adalah 
tumbuhnya kekuatan ekonomi baru, Kehadiran Gojek sebagai sebuah kekuatan 
Ekonomi Baru adalah dibuktikan dengan kontribusi Go-Jek dalam menyumbangkan 
perekonomian nasional sebesar 9,9 Triliyun. 
Penyebabnya adalah upaya Gojek untuk bermitra dengan lebih dari 900 ribu  
mitra  pengemudi dan lebih dari 125 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (mitra 
Merchant GOFOOD) beserta puluhan ribu penyedia jasa individu (talentparters) di 
seluruh Indonesia. Selain itu Go-JEK Indonesia saat ini bermitra dengan lebih dari 
900 ribu mitra pengemudi dan lebih dari 125 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(mitra Merchant GOFOOD) beserta puluhan ribu penyedia jasa individu 
(talentparters) di seluruh Indonesia.76 
                                                                 
76 Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, Official Resmi 
www.Ldfebui.org, Hasil Penelitian Lembaga Demografi UI,  GO-JEK Sumbang 9,9 Triliun Rupiah 
Per Tahun Ke Perekonomian Nasional , (1 Mei 2018). 
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Darii asfek driver,  GO-JEK sebagai mitra Gojek di akar rumput, mereka 
memperoleh penghasilan yang lebih baik, sebagaimana kutipan informan berikut: 
“Penghasilan saya semenjak bergabung di Go-Jek, lumayan, biasa kalau 
manfaatkan waktu kosong saat tidak kuliah, saya bisa dapat Rp.70.000 belum 
termasuk bonus kalau dapat poin.”77 
 
GO-JEK juga mengurangi tekanan pengangguran dengan memperluas 
kesempatan kerja, terutama untuk mereka dengan tingkat pendidikan SMA sederajat 
dan perguruan tinggi /sekolah tinggi, Mitra pengemudi roda dua juga merasakan 
adanya peningkatan kesejahteraan yang menjadi roda penggerak pertumbuhan 
ekonomi nasional Untuk mitra UMKM. 
Hasil riset Lembaga Demografi UI menunjukkan bahwa keberadaan layanan 
GO-FOOD dari GO-JEK  mendukung para UMKM untuk go Online, meningkatkan 
volume transaksi mitra UMKM, membuka akses langsung ke pasar (konsumen) serta 
meningkatkan aset usaha. Diperkirakan terdapat tambahan Rp 1,7triliun per tahun 
yang masuk ke ekonomi nasional dari penghasilan mitra UMKM GO-FOOD.78 
Dampak lain yang ditimbulkan dengan keberadaan Ojek Onlline adalah 
mampu menyerap tenaga kerja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya 
penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebanyak 530.000 orang 
menjadi 7,03 juta orang di periode Agustus 2016 .Dikutip dari halaman kompas 
                                                                 
77 Hamsir, Driver Gojek/ Mahasiswa, Wawancara, 20 tahun Romangpolong, 3 Mei 2018. 
78Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, Official Resmi 
www.Ldfebui.org, Hasil Penelitian Lembaga Demografi UI,  GO-JEK Sumbang 9,9 Triliun Rupiah 
Per Tahun Ke Perekonomian Nasional , (1 Mei 2018).  
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“salah satu faktor pendorong turunnya jumlah pengangguran yakni serapan 
tenaga kerja untuk ojek berbasis online cukup memiliki kontribusi ke 
penurunan jumlah pengangguran di Indonesia. "Betul, kalau dilihat 
kenaikannya terjadi untuk angkutan ojek motor, dan angkutan bermotor 
lainnya."79 
 
 Meskipun GO-JEK telah memberikan dampak yang positif terhadap 
perekonomian daerah maupun nasional, namun belum terdapatnya regulasi/payung 
hukum yang mengakomodir keberadaan mereka tetap saja memberikan 
ketidakpastian terhadap keberlangsungan bisnis ini, dampak lain yang ditimbulkan 
adalah adanya ketidakpastian regulasi penyedia jasa opertator dalam memberikan 
sanksi terhadap Driver GO-JEK sebagai Mitra, yang menjadi ke khawatiran adalah 
tidak dibatasinya jumlah driver yang ada di Makassar sehingga akan menyebabkan 
penigkatan jumlah driver yang tidak seimbang dengan permintaan penumpang, Hal 
tersebut sebagaimana dikatakan oleh Informan berikut: 
  
“Bagi orang yang bergabung di Kendaraan Ojek Online pasti akan 
mengalami peningkatan pendapatan yang luar biasa, tetapi sampai kapan? 
kalau tidak ada regulasi yang mengaturnya, kemudian terlalu banyaknya 
yang bergabung di aplikasi itu, jangan sampai lebih banyak driver daripada 
                                                                 
79Iwan Supriyatna, Ojek Online mampu tekan angka pengganguran,  
https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/07/175237426/bps.sebut.ojek.online.mampu.tekan.angka.p
engangguran. ( 1 Mei 2018 ). 
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pengguna, banyaknya pengguna aplikasi itu membuat terjadi persaingan yang 
menyebabkan mereka akan lebih susah untuk mengejar bonus/poin.”80     
 
b. Menurunnya Pendapatan Ojek/Bentor Konvensional 
Dampak negatif keberadaan  Ojek Daring dari sudut padang ekonomi adalah 
menyebabkan pendapatan ojek/Bentor konvensional menurun, hal tersebut 
disebabkan besarnya minat masyarakat di Makassar yang beralih ke ojek Daring. 
Beralhinya masyararakat pada kendaraan Online disebabkan oleh banyak faktor, 
diantaranya kemudahan akses, cepat, memanfaatkan kecanggihan teknologi dan lebih 
murah. Seperti kutipan wawancara: 
 
“waktu Gojek dan Grab datang, penghasilan menurun sekali, biasanya kalau 
dilorong-lorong bisa dapat penumpang, sekarang di ambil sama ojek Online, 
semua jalan mereka tempati, jelas kita kalah, padahal sama-sama cari makan 
untuk keluarga, penghasilan saya minimal 60.000, tapi sekarang sudah tidak 
menentu bahkan bisa sekitar 20.000, kasihan kami.”81 
 
Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Ojek Daring 
baerdampak terhadap menurunnya penghasilan ojek konvensional dan bentor 
menurun. Sehingga semakin terjadi ketimpangan pendapatan antara Driver Ojek 
Daring dan Ojek/Bentor Konvensional. Lambat laun pendapatan Ojek/Bentor 
                                                                 
80Zainal Abidin,  Ketua Organda Makassar, Wawancara, Makassar,20 April 2018. 
81 Ilham,( 47  Tahun) ,Wawancara, Bentor, Makassar, 3 Mei 2018.  
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Konvensonal semakin menyulut emosi dan menyebabkan meluasnya konflik yang 
terjadi antara Ojek konvensional dan Ojek Daring. 
3. Dampak Politik 
Dampak politik dari adanya rivalitas antara Ojek Daring dan Kendaraan 
konvensional lainnya adalah adanya sentimen ketidak percayaan (disturst) terhadap 
pemerintah,  sentimen tersebut datang dari berbagai sektor, baik dari sudut pandang 
pemerintah sebagai pemilik otoritas (pembuat regulasi) maupun konsistensi 
pemerintah dalam menegakkan aturan. 
Adanya sentimen negatif terhadap pemerintah disebabkan oleh tidak jelasnya 
regulasi yang mengatur tentang keberadaan Ojek Daring sebagai sarana angkutan 
transfortasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat banyak. Padahal Ojek Daring 
telah lama beriperasi di kota Makassar.  
Pemerintahan selalu dilihat sebagai perpaduan antara aturan main (konstitusi, hukum, etika) 
lembaga–lembaga yang berwenang mengelola serangkaian kekuasaan (eksekutif, legislatif, 
yudikatif) serta jumlah birokrat dan pejabat politik sebagai pelaku dari dan penanggung jawab atas 
pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut.82 
Belum adanya regulasi yang mengatur tentang keberadaan Ojek Daring di 
Makassar menyebabkan sentimen negatif terhadap pemerintah. Sentimen tersebut 
berasal dari driver, pengguna bahkan para supir pete-pete, bentor, serta taxi 
konvensional. Pentingnya regulasi tersebut setidaknya sangat bermanfaat bagi driver 
                                                                 
82Mohammad Ryaas Rasyid, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru, 
(Jakarta: Yasrif Watampone,1999), h. 21. 
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Ojek Daring maupun pengendara, sebab akan memberikan jaminan keselamatan, 
pengakuan terhadap eksistensi ojek Daring serta kepastian kemitraan antara driver 
ojek Daring dan Aplikator ojek Daring. 
Hal tersebut sebagaimana kutipan informan berikut : 
 
“Pemerintah  tidak  tegas  dalam  membuat aturan, kami angkutan umum 
jelas-jelas tertib terhadap aturan Dinas Perhubungan, kami bahkan uji kir, 
kami bayar pajak, kami sesuai dengan maunya pemerintah, tapi GO-JEK dan 
Grab Bagaimana? Bagaimana mereka bayar pajak?kenapa perlakuannya 
dengan kami itu berbeda?”83 
 
Wawancara tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan informan terhadap 
aturan yang hanya mengatur pada tataran kendaraan transfortasi umum saja, tidak 
mencakup kendaraan transfortasi Daring termasuk ojek Daring. Contoh regulasi 
tersebut  yaitu UU No 22 tahun 2009  tentang lalu lintas dan angkutan jalan, 
Permenhub nomor 107 Tahun 2017. Dampak dari tidak diakomodirnya keberadaan 
ojek Daring semakin membuat rumitnya masalah transfortasi di Makassar. 
Dampak sosial dan dampak ekonomi yang disebabkan oleh keberadaan ojek 
Daring merupakan akumulasi dari dampak politik. Adanya respons pemerintah 
daerah yang lambat dalam membuat aturan berupa Perda yang mengakomodir dan 
mengatur ruang gerak ojek Daring dan Bentor membuat masyarakat kecil terutama 
                                                                 
83 Zainal Abidin,  Ketua Organda Makassar, Wawancara, Makassar,20 April 2018. 
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ojek dan driver ojek Daring tidak puas terhadap kinerja pemerintah khususnya di 
sektor transfortasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Respon Pemerintah Kota Makassar sejauh ini belum memberikan dampak 
yang berarti terhadap rivalitas antara Ojek/Bentor  Konvensional dengan Ojek Daring 
namun Permasalahan Ojek/Bentor Konvensional dan Ojek Daring yang terjadi di 
Makassar adalah belum terjabarkannya UU No.22 tahun 2009, Permenhub nomor 107 
Tahun 2017 secara konferhensif, sehingga masalah yang lebih rinci/spesifik belum 
dijawab oleh UU yang bersifat luas/universal. Tuntutan dibuatnya Peraturan Daerah 
tentang keberadaan Ojek Daring /Bentor  dan Ojek Daring mestinya dibuat sesegera 
mungkin agar resistensi dan dampak yang ditimbulkan dari rivalitas ini dapat 
terselesaikan dengan tepat. 
Sedangkan dampak rivalitas dari keberadaan Ojek Daring adalah terbagi 
menjadi dua, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi, Dampak sosial tersebut yaitu 
menyebabkan Resistensi antara Ojek/Bentor Konvensional dengan ojek Daring, 
resistensi tersebut  harus dilihat sebagai sebuah masalah yang kompleks sebab konflik 
ini harus diselesaikan dengan melalui proses-proses politik, dengan cara memberikan 
payung hukum yang jelas terhadap keberadaan kedua media transfortasi tesebut.   
Selain itu, Aksi Aksi Demonstrasi Ojek/Bentor dan Supir Pete-Pete Terhadap 
Jasa Angkutan Daring juga merupakan dampak sosial yang ditimbulkan oleh 
keberadaan Ojek Daring, demonstrasi merupakan hal yang dibolehkan dalam sistem 
73 
 
 
 
politik Demokrasi, sistem politik yang diterapkan oleh Indonesia membolehkan aksi 
demonstrasi, demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Ojek/Bentor dan Supir pete-
pete merupakan bukti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut andil dalam 
proses pengambilan Keputusan.  Dampak Sosial yang lain adalah Aksi Demonstrasi 
Ojek/ Bentor Terhadap Jasa Angkutan Daring, Aksi sweping yang dilakukan oleh 
Supir pete-pete, ojek/bentor konvensionl untuk menyatakan protes terhadap 
keberadaan jasa Angkutan Daring merupakan konflik yang tidak lagi pada tataran 
regulasi/wacana namun mengarah pada tindakan fisik dan kekerasan.   
Dampak Ekonomi yang ditimbulkan adalah Kehadiran ojek Daring sebagai 
sebuah kekuatan Ekonomi Baru adalah dibuktikan dengan kontribusi ojek Daring 
dalam menyumbangkan perekonomian nasional sebesar 9,9 Triliyun.  Sedangkan 
dampak lainnya adalah menurunnya pendapatan ojek/bentor konvensional akibat 
pergeseran orientasi masyarakat tentang akses transfortasi. 
Dampak sosial dan dampak ekonomi yang disebabkan oleh keberadaan Ojek 
Daring merupakan akumulasi dari dampak politik. Adanya respons pemerintah 
daerah yang lambat dalam membuat aturan berupa Perda yang mengakomodir dan 
mengatur ruang gerak Daring dan Bentor membuat masyarakat kecil terutama ojek 
dan driver ojek Daring tidak puas terhadap kinerja pemerintah khususnya di sektor 
transfortasi. 
B. Implikasi  
Pemerintah seharusnya memberikan kepastian atau dasar hukum terhadap 
keberadaan Ojek/Bentor konvensional serta Ojek Daring yang beroperasi di Makassar 
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untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang berdampak pada perpecahan di 
Masyarakat. Perda yang mengatur keberadaan akses transfortasi tersebut pada 
akhirnya akan menjadi produk politik yang dapat mempengaruhi orientasi masyarakat 
kepada pemerintah terkait dengan kehadiran negara pada sektor transportasi, apabila 
negara Masih membiarkan resistensi tersebut terjadi, maka akan menyebabkan 
meluasnya ketidakpuasan publik terhadap perhatian pemerintah pada sektor 
transfortasi, padahal akses transfortasi memiliki peranan yang sangat signifikan.  
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